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Abstrak 

 

Mara Guntur Siregar  (2024):  “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

Pasar  Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 42 Tahun 2007 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi 

Di Desa Pasar Latong Kabupaten Padang Lawas)" 

  Penelitian ini berangkat dari hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa yang menjelaskan tentang 

pembangunan dan pengelolaan pasar desa oleh pemerintah desa. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana peran dari pemerintah desa dalam 

mengelola pasar berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 

2007 tentang pasar desa dan bagaimana tinjuan fiqh siyasah dalam peran 

pemerintah desa dalam mengelola pasar di desa pasar latong. Metode penelitian 

ini mencakup dari jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan 

pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 7 informan yang terdiri satu 

kepala desa, satu kepala pasar, satu petugas harian pasar, dan 4 pedagang pasar. 

Semuanya menjadi informan penelitian dengan menggunakan teknik total 

sampling, dan teknik analisis data yaitu Deskriftif Kualitatif. Hasil penelitian 

bahwa pemerintah desa pasar latong sudah berperan dalam pengelolaan pasar 

kamis sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri 

nomor 42 tahun 2007 tentang pasar desa, namun belum maksimal. Peran yang 

sudah dijalankan yaitu melakukan penertiban para pedagang di pasar, 

pembangunan sarana pra-sarana  di pasar dan melakukan pemungutan PAD bagi 

para pedagang di pasar. Analisis fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa 

pasar latong dalam mengelola pasar kamis, sejalan dengan pemahaman terhadap 

siyasah dusturiyyah dimana pemerintah desa bertanggung jawab kepada 

kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. 

 

Kata kunci:  Peran, Pemerintah Desa, pasar, fiqh siyasah 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa ialah bagian terkecil dari sistem ketatanegaraan di Indonesia. Desa 

mempunyai hak untuk membentuk system pemerintahan sendiri yang biasa 

disebut dengan “Pemerintah Desa”. Pemerintahan di tingkat Desa merupakan 

tatanan terkecil dari suatu Negara, baik buruknya pemerintahan di tingkat pusat 

juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat Desa.
1
 Penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik akan menuju pada perbaikan negeri ini. Pemerintahan 

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
2
 Dengan adanya Pemerintahan di tingkat Desa maka segala urusan 

Desa akan menjadi tugas Pemerintah Desa. 

Pasar desa merupakan salah satu kekayaan desa yang dapat dikelola 

oleh Pemerintah Desa dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang 

perlu dibina dan dikelola. Selain itu keberadaan pasar desa berfungsi sebagai 

sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen, sebagai tempat memperkenalkan dan 

menginformasikan suatu barang atau jasa kepada konsumen, sebagai pusat

                                                             
1
 Moh Fadli dan Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa 

Partisipatif, Malang, 2011, h. 7 

2
 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Tahun 2014) 
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 interaksi dan sebagai jual beli secara langsung yang biasa dilakukan 

secara tawar menawar sebagai ciri khas suatu pasar. 

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli serta ditandai 

dengan adanya transaksi antara penjual dengan pembeli secara langsung dan 

ada proses tawar menawar yang dilakukannya. Pasar merupakan sebuah 

mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung 

sejak awal peradaban manusia. Menurut tempatnya pasar dibedakan dalam dua 

jenis yaitu pasar desa dan pasar kota.
3
Pasar desa adalah pasar yang berada di 

daerah pedesaan, sedangkan pasar kota adalah pasar yang berada di daerah 

perkotaan.  

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Pasar Desa yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.  

3. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk 

mengelola pasar desa. 

Pasar desa secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap 

kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai bagian dari usaha sektor 

informal yang dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama 

                                                             
3
 Sumintarsih, dkk, Eksistensi Pasar Tradisional-Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional 

di Kota Surabaya Jawa Timur. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 

2011),  h. 68 
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bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai 

untuk bekerja disektor formal. 

Dalam pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa 

sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan 

meningkatkan pelayanan ruang publik diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan pasar yang sebagian pendapatannya diretribusikan kepada 

Pemerintah Desa. Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah 

desa belum terlaksana dengan optimal pada akhirnya akan timbul 

ketidakpuasan dari para konsumen atau pelanggan pasar, sehingga semakin 

lama akan meninggalkan pasar karena kenyamanan serta pelayanan terhadap 

sarana dan prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan para konsumen. 

Oleh karena itu tata kelola yang profesional diharapkan dapat menjaga 

keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar desa dengan pasar 

modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga 

akan dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan 

atau masyarakat. 

Pengelolaan pasar desa dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan 

pasar desa yang optimal perlu didukung oleh sumber daya manusia dan juga 

sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Kualitas sumber daya 

manusia yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pasar, 

begitupun dalam segi sarana dan prasarana yang dituntut untuk lebih menarik 

sehingga pembeli tertarik untuk berbelanja ke pasar. 
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Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah 

terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah 

yang telah di jalani selama berabad-abad. Pasar yang selama ini berkembang 

khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari 

keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan 

sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi islam 

yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, 

termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu 

mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. 

Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika 

dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi.  

      Dalam pandangan Islam terkait pengelolan pasar itu memiliki tiga ciri 

yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan 

memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada 

terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara 

memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal 

mendasar dalam kegiatan pasar.
4
 

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip 

syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua 

perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prespektif mikro 

menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan 

dalam prespektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, 

                                                             
4
 Ali, Z, Hukum Perbankan Syari’âh. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 67 
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pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara 

nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas 

manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya 

kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia. 

Dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, dikatakan bahwa 

pasar desa merupakan asset desa sekaligus kekayaan desa yang dikelola secara 

keseluruhan oleh pemerintah desa, berdasarkan asas kepentingan umum, 

fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, 

dan kepastian nilai ekonomi. Guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf 

hidup  masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. 

Berdasarkan daripada itu maka peran pemerintah desa dalam 

pengelolaan pasar sangat berpengaruh terlebihnya dalam hal fungsi sarana-

prasarana yang ada di pasar, adanya transparansi data yang dibuat oleh 

pemerintah desa sehingga bisa dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa, 

serta  penataan pedagang di pasar yang akan menciptakan keharmonisan dan 

kenyamanan antara penjual dan pembeli. 

 Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di pasar Kamis, 

kecamatan lubuk barumun, bahwasanya penulis menemukan gejala-gejala 

dilapangan diantaranya : 

1. Belum maksimalnya peran pemerintah desa dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai pengelola pasar. 

2. Penataan pedagang pasar yang tidak teratur membuat kurangnya rasa 

kenyamanan diantara penjual dengan si pembeli. 
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Dengan gejala-gejala yang penulis temui sehingga menjadi ketertarikan 

untuk melakukan penelitian secara mendalam dan akan dituangkan dalam 

sebuah skripsi dengan judul "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM 

PENGELOLAAN PASAR  MENURUT PERATURAN MENTERI 

DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007 PERSPEKTIF FIQH 

SIYASAH (STUDI DI DESA PASAR LATONG KABUPATEN PADANG 

LAWAS)" 

B. Batas Masalah  

Dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi penyimpangan 

pembahasan,  oleh karenanya perlu untuk dibuat batasan masalah, adapaun 

masalah yang akan   diteliti oleh penulis mengenai Peran Pemerintah Desa 

Dalam Pengelolaan Pasar Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 42 Tahun 2007 Di Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun 

Kabupaten Padang Lawas. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan pasar Perspektif fiqh siyasah. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa 

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007 ? 

2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pengelolaan pasar yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan menteri dalam 

negeri no 42 tahun 2007. 
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D. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah desa dalam 

mengelola pasar desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri 

no 42 tahun 2007. 

2. Untuk menjelaskan perspektifan fiqh siyasah terhadap pengelolaan 

pasar desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan 

peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007. 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, secara teoritis agar bisa 

menambah  pengetahuan atas ketidak tahuan terhadap peran pemerintah 

desa dalam pengelolaan pasar desa berdasarkan peraturan menteri dalam 

negeri no 42 tahun 2007 tentang pasar desa di desa pasar latong kecamatan 

lubuk barumun kabupaten Padang Lawas perspektif fiqh siyasah. 

Sedangkan manfaat penelitian secara praktis adalah 

1. Bisa menjadi masukan agar dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian yang sudah 

dituangkan dalam bentuk skripsi. 

2. Sebagai salah satu persyaratan dala menyelesaikan pendidikan Strata 

1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga 

mendapat gelar Sarjana Hukum. 
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E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan mengidentifikasi dari teori-teori yang 

dijadikan sebagai landasan untuk berpikir, agar bisa melaksanakan suatu 

penelitian, dengan kata lain agar bisa mendeskripsikan kerangka dari teori yang 

digunakan untuk mengkaji permasalahan dari penelitian. 

F. Sistem Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini, penulis membaginya 5 ( lima ) bab terdiri 

dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORITIS  

Akan menjelaskan tentang pengertian peran, pengertian 

pemerintah desa, pengertian pengelolaan, pengertian pasar desa, 

peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007, kajian fiqh 

siyasah, serta penelitian terdahulu. 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana apa saja yang dilakukan 

dalam penelitian, mulai dari Jenis Penelitian dan sifat penelitian, 

Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Populasi Dan 

Sampel, Sumber Data, serta Teknik Pengumpulan Data. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana peran pemerintah desa 

dalam pengelolaan pasar desa berdasarkan peraturan menteri 

dalam negeri no 42 tahun 2007 di desa pasar latong kecamatan 

lubuk barumun kabupaten Padang Lawas perspektif fiqh siyasah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Di bab terakhir akan dimuat mengenai kesimpulan yang berupa 

rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang 

terdapat dalam penelitian, serta juga saran yang berkaitan dengan 

hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori  

1. Pengertian Peran  

  Peran adalah sebuah aktivitas yang dimainkan atau dijalankan oleh 

seseorang ysng mempunyai status sosial tertentu dalam organisasi.
5
 

Menurut terminologi, peran adalah sekumpulan tindakan yang diharapkan 

dilakukan oleh orang yang berada dalam posisi tertentu dimasyarakat. 

Peran dalam bahasa Inggris disebut "role", yang berarti "tugas atau 

kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran adalah 

kumpulan tindakan yang diharapkan orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat lakukan. Namun, peranan adalah apa yang dilakukan 

seseorang dalam suatu peristiwa.
6
 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai 

arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan 

aspek dinamis kedudukam (status), apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 

                                                             
 5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.57 

 
6
 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 

Organisasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86 



11 
 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
7
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Departemen 

Pendidikan Nasional mendefinisikan "peran" sebagai tindakan yang 

dilakukan seseorang dalam suatu situasi. Semua tindakan yang dilakukan 

dengan sengaja dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditentukan disebut peran
8
. 

Dalam buku mereka An Introduction to International Politics, T. 

Coser dan Anthony Rosenberg mendefinisikan peran sebagai tuntutan 

yang diberikan secara struktural (norma, harapan, larangan, dan tanggung 

jawab) yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya 

dalam organisasi.
9
 

Peranan adalah komponen status yang selalu berubah, di mana 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya. 

Status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena satu bergantung pada 

yang lain dan sebaliknya.    Di mana tidak ada peran tanpa peran atau 

kedudukan tanpa peran, Selain kedudukan, peran juga berarti bahwa orang 

memiliki berbagai peran yang berasal dari gaya hidup pergaulan mereka.  

                                                             
7
 Soerjono Suekamto, Sosiologi Suatu Pengantar,  (Jakarta: Rajawali Pers,2009), h. 123 

8 Sugiman, Pemerintahan desa, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, h 90. 

9
 Sugiman, Op Cit, h 91.   



12 
 

Ini berarti bahwa peran tersebut menentukan tindakan masyarakat dan 

memberikan kesempatan kepadanya.
10

 

 Peran dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diharapkan 

seseorang dapat miliki dalam masyarakat; ini dapat berupa proses 

memahami perilaku yang diharapkan dan kaitannya dengan kedudukan 

seseorang dalam masyarakat. Selain itu, peran sering digambarkan dengan 

elemen yang dinamis dalam kehidupan seseorang. Menurut Edi Suharto, 

peran lebih fokus pada fungsi penyesuaian diri dan digambarkan sebagai 

proses yang terdiri dari tiga hal: (1) norma atau aturan, (2) apa yang 

dilakukan di masyarakat, dan (3) perilaku yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat (Edi Suharto, 2006). Dengan demikian, posisi, status, dan 

kedudukan yang berfungsi dapat didefinisikan sebagai peran yang berubah 

selama proses. Perubahan ini terkait erat dengan norma dan perilaku 

masyarakat yang signifikan. 
11

 

Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain 

dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam 

sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil 

dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai 

                                                             
 10 Hendra Mondong, Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan 

PartisipasiMasyarakat dalam Pembangunan Desa,  Vol. 5 No. 1 (2013), h 3  

                
11

 Abid Nurhuda, Peran Dan Kontribusi Islam Dalam Dunia Ilmu Pengetahuan, Vol. 2, 

No. 2 (2022), h 224 

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/issue/view/269
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seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu 

mengharapkan berperilaku secara tertentu.
12

 

2.  Pengertian Pemerintah Desa 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa (yang terdiri dari Sekretariat Desa, 

Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau 

sebutan lain) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa  Atau 

dengan kata lain, mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan 

pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu 

oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
13

 

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
14

 Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan 

dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan 

Kelurahan dan Pemerintahan Desa.
15

 

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern 

yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan publik, termasuk 

pemungutan pajak kepada masyarakat. Sebagai institusi modern, 

                                                             
12

 Sarwono, Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 98 

13
 https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1 (diakses pada tanggal 8 

November 2023) 

14
 Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

15
 A.W. Widjaja., Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003). 
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pemerintah desa harus memperoleh legitimasi yang didasarkan pada 

kinerja politik dan ekonomi.
16

   

Pemeritahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi 

menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan 

informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul 

dan/atau hak konvensional masyarakat. 

3. Pengertian Pengelolaan  

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian 

tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu 

hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. 

Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar 

lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. 

Dalam kamus Bahasa indonesia lengkap disebutkan bahwa 

pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, 

proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi 

atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.
17

 

                                                             
16 Hendra Mondong, Op Cit, h 4.   

 
17

 Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348 
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Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah subtantifa dari 

mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari 

penyususnan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai 

dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan 

menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber 

penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.
18

 

Sebagai sumber segala ilmu, Islam mengajarkan studi perencanaan 

dalam alqur'an dan as-sunnah. Ini berfungsi sebagai pedoman untuk 

mengatasi berbagai masalah hidup.  begitu pula dengan transparansi dan 

akuntabilitas sebagai cara pengelolaan pasar. 

Salah satu bentuk Tabligh adalah transparansi anggaran. Tabligh, 

atau menyampaikan segala sesuatu tanpa disembunyikan, mengandung 

makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, 

kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, 

kejujuran dalam tindakan, dan kejujuran dalam merealisasikan semua 

ketentuan agama.  Kejujuran dalam pengelolaan anggaran hanya dapat 

dicapai melalui pengurangan anggaran. Jadi, anggaran harus transparan.  

Ini berarti, dalam hukum Islam, menghindari transparansi anggaran 

merupakan kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah 

kepada Tuhan.
19

 

                                                             
18

 Suharsimi Arikunta, Pengelolaan Kelas dan Siswa, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), h. 

8. 

19 Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum 

Islam, Volume 1Nomor 1Oktober 2019,h. 76 
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Oleh karena itu, transparansi adalah alat penting yang dapat 

melindungi uang rakyat dari korupsi. Dengan transparansi, para penguasa 

harus menunjukkan keterbukaan, seperti yang disebutkan Allah dalam ayat 

101 surah Al-Nahl, yang berbunyi; 

 ٌَ كَا نُْآَ اٰيتًَ يَّ اذَِا بدََّ َٔ ٌَ ْٕ ًُ ُْىْ لََ يعَْهَ َْتَ يُفْتسٍٍَۗ بمَْ اكَْثسَُ آ اَ ًَ ا اََِّ ْٕٓ لُ قاَنُ ا يُُصَِّ ًَ ُ اعَْهىَُ بِ اّللّٰ َّٔ اٰيتٍَ ۙ   

Artinya: Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, 

padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, 

mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) 

adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka 
tidak mengetahui. 

 

Dalam ayat ini, terlihat lucu bahwa jika kita mengubah suatu ayat 

dalam alqur'an menjadi yang lain, Allah yang memiliki pengetahuan yang 

luas lebih mengetahui dari orang lain apa yang diturunkannya, termasuk 

kapan dan apa yang akan digantikan, serta apa yang akan bermanfaat bagi 

masyarakat.  Setelah itu, orang-orang yang tidak tahu akan berkata, 

"Wahai nabi Muhammad, sesungguhnya engkau berbohong saat 

mengatakan bahwa penggantian itu berasal dari Allah, bahkan engkau 

banyak berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pembohong, atau 

pembohong."
20

 

4. Pengertian Pasar Desa 

Pasar adalah tempat di mana permintaan dan penawaran untuk satu 

jenis barang atau jasa bertemu. Di pasar, para penjual dan pembeli saling 

tawar untuk menentukan harga berbagai barang. Pasar dalam analisis 

                                                             
20 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 730 
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ekonomi mencakup area, negara, dan bahkan dunia internasional. 

Misalnya, pasar karet dan timah tidak terdiri dari transaksi antara produsen 

dan pembeli karet atau timah di seluruh dunia, tetapi lebih dari itu. 

Dalam kitab Ihya, Al-Ghazali menjelaskan alasan munculnya pasar 

dengan mengatakan, "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian 

tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana 

lahan pertanian tidak ada." Namun, mereka secara alami akan memenuhi 

kebutuhan masing-masing. Petani mungkin tidak membutuhkan alat-alat 

tersebut, tetapi tukang kayu mungkin membutuhkan makanan. Situasi ini 

menimbulkan kesulitan.  Oleh karena itu, secara alami orang akan 

terdorong untuk menyediakan tempat untuk menyimpan hasil pertanian di 

satu sisi dan tempat untuk menyimpan alat-alat di sisi lain.  Pasar 

terbentuk ketika pembeli datang ke tempat ini untuk memenuhi 

kebutuhannya.
21

 

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa 

serta serta berkembang oleh pemerintah desa serta masyarakat desa. Pasar 

desa sebagai aset desa harapannya mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi 

pendapatan desa. Membangun pasar desa disuatu daerah merupakan salah 

satu pilihan jitu bagi desa untuk membangun putaran ekonomi internal 

desa. 
22

 

                                                             
21 Ain Rahmi, Mekanisme Pasar dalam Islam, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015, h. 178 

22
 Yenni Samri Juliati Nasution, Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 

III, No. 1, Tahun 2018, h. 2 
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Maka dari itu pasar desa menjadi salah satu jenis usaha yang 

banyak dilakukan BUMDes diberbagai daerah. Beberapa daerah telah 

memiliki beberapa pasar desa, namun masih kurang dalam pengelolaan 

secara optimal. Jadi jika sudah terolah dengan optimal akan minim 

menimbulkan permasalahan social ditengah masyarakat seperti 

kekumuhan, kemacetan serta kerumunan.
23

 

5. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2007  

Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa mengatakan pasar desa adalah pasar 

tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan 

oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Kemudian disebutkan juga 

pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah 

dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat 

menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar 

desa.  

Berdasarkan peraturan di atas, susunan organisasi pengelola pasar 

desa antaranya terdiri atas:  

a. Kepala pasar. 

b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan 

c. Kepala urusan administrasi dan keuangan. 

 

                                                             
23

 https://www.panda.id/pasar-desa-sumber-pendapatan-masyarakat-desa/ (Diakses pada 

tanggal 8 November 2023) 
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BAB IV 

PENGELOLAAN 

Pasal 8 

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. 

3. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat 

untukmengelola pasar desa. 

Pasal 9 

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi. 

Pasal 10 

1. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas: 

a. kepala pasar; 

b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan 

c. kepala urusan administrasi dan keuangan. 

2. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-

masing desa 

6. Fiqh Siyasah 

a. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang 

terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siya>sah. Secara etimologi, fiqh 
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merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-

fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga 

dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan 

secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu 

tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami 

dari dalil-dalilnya yang rinci.
24

 

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan 

al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah 

menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, 

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan 

politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud 

dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan 

cara yang membawa kepada kemaslahatan. 

dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang 

mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk 

hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat. 

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj 

menjadi tujuh bidang, yaitu 

1.  siyasah dusturiyah (konstitusi),  
                                                             

24
 Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siya>sah; Doktrin dan Pemikiran 

Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31 
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2. siyasah tasyri’iyah (legislatif),  

3. siyasah qadhaiyah/ peradilan), 

4.  siyasah maliyah (keuangan), 

5.  siyasah idariyah (administrasi),  

6. siyasah tanfiziyah (eksekutif),  

7. siyasah kharijiah (luar negeri). 

Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara 

pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan 

kemaslahatan bersama.  

Sedangkan menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup 

kebijaksanaan pemerintah tentang : 

1.  peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), 

2.  ekonomi dan moneter (siyasah maliyah),  

3. peradilan (siyasah qadhaiyah),  

4. hukum perang (siyasah harbiyah)  

5. adminsitrasi negara (siyasah idariyah). 

Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang 

kajian, yaitu  

1. peradilan,  

2. administrasi negara,  

3. moneter, 

4.  internasional. 
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Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga 

bidang, yaitu: 

1.  Dusturiyah (konstitusi),  

2. Kharijiah hubungan internasional, 

3.  (al-Maliyah), urusan keuangan Negara 

B. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan bahan acuan yang bertujuan bahwa 

penelitian yang dilakukan bukan hasil dari plagiat, meskipun secara pandangan 

umum sudah ada yang meneliti tapi ada perbedaan baik ia lokasi, dan juga 

metode dalam penelitian. Diantara dari penelitian terdahulu : 

1. Skripsi yang disusun oleh, Novitri Hartilena, 2021 dengan judul  "Peranan 

pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di desa sekebau jaya 

kecamatan Rokan IV KOTO kabupaten Rokan Hulu" didalam skripsi 

dikatakan Secara keseluruhan Pemerintah Desa Dalam  Pengelolaan Pasar 

Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan 

Hulu telah berperan untuk meningkatkan perekonomian dan 

menyejahterakan masyarakat desa. Dimana pada indikator stabilisator ini 

terlihat bahwa pemerintah desa telah berperan dalam pengelolaan pasar desa 

dengan menetapkan dan menunjuk BUMDes sebagai pengelolanya. Semua 

kebijakan mengenai pasar desa baik itu tentang sewa lapak, perparkiran, 

kebersihan maupun petugas lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

dari BUMDes. Indikator  inovator telah ada pembangunan yang dilakukan 

pemerintah desa untuk menambah jumlah bangunan sebagai tempat 
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beinteraksi pedagang dan pembeli. Usaha yang telah dilakukan ini memberi 

dampak adanya pemasukan bagi kas desa dalam bentuk PAD yang 

bersumber dari pengelolaan pasar desa sebesar 1,5 juta sampai 2 juta setiap 

tahunnya.
25

 

2. Sekripsi yang disusu oleh Ai Rizkiah, 2022, dengan judul " Pengelolaan 

Pasar Desa Oleh Pemerintah Desa Panawangana Kecamatan Panawangan 

Kabupaten Ciamis" Pemerintah Desa Panawangan Kecamatan Panawangan 

Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal itu terlihat dari beberapa indikator 

permasalahan yaitu: belum dilakukkan renovasi pasar, penegakan sanksi 

terhadap pedagang dalam membayar retribusi tidak sesuai aturan yang 

berlaku dan pengelolaan arsip yang tidak baik mengenai paeraturan desa 

tentang pasar sehingga mengakibatkan arsip hilang. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian 

ini sebanyak 9 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan 

meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa Pengelolaan Pasar Desa secara umum belum optimal 

karena terdapat hambatan-hambatan, seperti: belum tercapainya pencapaian 

tujuan, belum terlihat adanya program kerja, tanggung jawab tim pengelola 

dan pemerintah desa belum sepenuhnya berjalan, kemudian belum terlihat 

peran pemerintah dalam meningkatkan kekompakan tim, hanya sebgaian 

tim pengelola yang melakukan pelaporan secara berkala, serta belum 

                                                             
25

 Novitri Hartilena,  Peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di desa 

sekebau jaya kecamatan Rokan IV KOTO kabupaten Rokan Hulu, (Skripsi, Universitas islam Riau, 

2021 ) 
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terlaksananya pengawasan kinerja. Untuk mengatasi hambatan-hambatan 

dilakukan upaya diantaranya mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen 

untuk mewujudkan pengelolaan yang optimal.
26

 

3. Skripsi yang disusun oleh Ananda Pradana Brutu, 2023 dengan judul "    

Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan 

Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah "pemerintah 

Desa Kota Bangun dalam pengelolaan yang dilakukan pihak desa Kota 

Bangun sudah berjalan baik tetapi belum maksimal, hal ini dibuktikkan 

bahwasanya pemerintah desa Kota Bangun telah membuat pengurus dalam 

mengelolaran pemerintah Desa Kota Bangun dalam pengelolaan yang 

dilakukan pihak desa Kota Bangun sudah berjalan baik tetapi belum 

maksimal, hal ini dibuktikkan bahwasanya pemerintah desa Kota Bangun 

telah membuat pengurus dalam mengelola pasar rabuan tersebut. Tetapi 

dalam menentukan kebijakan-kebijakannya belum optimal seperti, 

penyediaan lahan parkir yang jauh dari pasar, pengurusan banguan kios 

yang belm memenuhi syarat IMB, serta pengutipan retribusi yang belum 

optimal. Kemudian terkait dengan pembangunan yang dilakukan 

Pemerintah Desa Kota Bangun masih berfokus kepada pembangunan yang 

tidak terlalu berpengaruh yang seharusnya lebih terfokus ke pembangunan 

toilet umum  yang sudah beberapa tahun terbengkalai dan penyediaan air 

bersih yang tidak pasti. Tetapi dalam menentukan kebijakan-kebijakannya 
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 Ai Rizkiah, Pengelolaan Pasar Desa Oleh Pemerintah Desa Panawangana Kecamatan 

Panawangan Kabupaten Ciami, (Skripsi, Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia, 2022 ). 



25 
 

belum optimal seperti, penyediaan lahan parkir yang jauh dari pasar, 

pengurusan banguan kios yang belm memenuhi syarat IMB. Kemudian 

terkait dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Kota Bangun 

masih berfokus kepada pembangunan yang tidak terlalu berpengaruh yang 

seharusnya lebih terfokus ke pembangunan toilet umum yang sudah 

beberapa tahun terbengkalai dan penyediaan air bersih yang tidak pasti.
27

 

4. Sekripsi yang disusun oleh Ficayani, 2017 dengan judul "Peran Pemerintah 

Desa Dalam Pembangunan Pasar (Studi Implementasi Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan)" Peran pemerintah desa karang anyar dalam bidang 

pembangunan pasar dikatakan sangat baik karena program pemerintah desa 

tersebut bermanfaat bagi masyarakat desa karang anyar baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang guna meningkatkankan perekonomian 

masyarakat. namun sampai saat ini pasar belum mendapatkan surat izin 

peresmian dari pemerintah pusat. Faktor yang mendukung peran pemerintah 

desa dalam pembangunan pasar di desa karang anyar yaitu adanya bantuan 

dana dari pemerintah, terdapat sarana dan prasarana seperti tempat olah raga 

baru untuk para pemuda dan masyarakat desa setempat, sedangkan yang 

menjadi faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan 
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pentingnya pembangunan pasar demi meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat.
28
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data 

sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan 

kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok 

permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan 

diperoleh. Untuk lebih jelasnya ada pengertian metode penelitian menurut 

Sugiyono menjelaskan bahwa: “Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
29

 

Sedangkan menurut I Made Wirartha metode penelitian adalah suatu cabang 

ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara 

melaksanakan penelitian ( yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, 

merumuskan, menganalisis sampai merumuskan laporannya).
30

Dalam 

melaksanakan penelitian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena 

dalam metode ini peneliti fokus pada pengamatan yang mendalam, agar dapat 

menghasilkan suatu kajian atau fenomena yang lebih komprehensif.  
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A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian  

Dalam melakukan penelitian, peneliti menerapkan penelitian dengan 

cara survey atau jalan terus kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan 

data skunder, yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara 

dokumentasi dan observasi yang dijadikan sebagai data dan informasi sebagai 

bahan dalam penulisan penelitian ini. 

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

dengan teknis mempresentasikan dan menggambarkan objek apa adanya yang 

terjadi dilapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi situasi dan gejala 

serta mendeskripsikan keadaan dan fenomena-fenomena yang tejadi.  

B. Lokasi Penelitian  

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta 

informasi yang diperlukan peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti, lokasi 

penelitian dilaksnakan di pasar Kamis desa pasar latong kecamatan lubuk 

barumun kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Menurut Tatang  M. Amiri Subjek penelitian adalah sumber tempat 

yang akan memperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat 

seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.
31

 Subjek 

dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di desa pasar latong. Adapun objek 

dalam penelitian ini adaah peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar 

desa di desa pasar latong kecamatan lubuk barumun kabupaten Padang Lawas  
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berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007 perspektif fiqh 

siyasah. 

D. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif menurut  sugiyono sumber informasi terdiri 

atas objek, subjek imforman atau narasumber yang berhubungan dengan 

permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan 

kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan 

penelitian. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Desa 

Pasar Latong, Kepala Pasar dan Pedagang Pasar Kamis yang jumlahnya 56 

orang. 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 

penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel 

statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilkan teori. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 

kepala desa, 1 kepala pasar, 1 Petugas Harian Pasar, dan 4 pedagang pasar 

yang berdagang di pasar kamis di desa pasar latong, kecamatan lubuk 

barumun, kabupaten padang lawas. Dalam menetapkan informan menggunakan 

teknik Random Sampling yaitu tidak semua informan diambil dalam penelitian 

ini peneliti hanya mengambil 7 orang informan. 

 

 



30 
 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

NO NAMA POPULASI SAMPEL 

1 Kepala Desa 1 1 

2 Kepala Pasar 1 1 

3 Petugas Harian 1 1 

4 pedagang 56 4 

 

E. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam melakukan penelitian ada beberapa sumber data yang 

dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi. Sedangkan peneliti 

menggunakan tiga jenis sumber data diantaranya : 

1. Sumber data primer 

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

subjek penelitian dilakukan: yaitu para pedagang yang ada di pasar kamis 

desa pasar latong sebanyak …...  

2. Sumber sekunder 

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di 

peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh 

atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti,catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud  selain 
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menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan 

dengan penelitian yang dilakukan.
32

 

3. Sumber data tersier  

 Sumber data tersier adalah sumber data yang dijadikan sebagai 

penunjuk untuk sumber data primer dan skunder. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis 

teknik pengumpulan data, diantaranya; 

a. Observasi, ialah pengumpulan data secara langsung. Dimana peneliti 

hanya mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan dan peneliti 

tidak boleh memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang 

ditelitinya. Dalam artian kata, catatan observasi hanya berisi deskrips fakta 

tanpa opini. Menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai 

pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang 

diselidiki.
33

 Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data 

dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana 

yang mereka saksikan selama penelitian.
34

 Dari pengertian di atas metode 
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observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui 

pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. 

b. Wawancara atau interview, adalah bentuk komunikasi lansung antara 

peneliti dan responden.
35

 Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-

jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden 

merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. 

Wawancara atau interview juga merupakan salah satu pengambilan data 

yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden dengan 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilaksanakan dengan cara 

terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.
36

 

c. Study kepustakaan, ialah teknik pengambilan data yang diambil dari buku-

buku atau undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan. 

d. Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkip, buku dan semacamnya.
37

 Atau teknik pengumpulan data 

dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.
38

 

G. Teknis Analisis Data 

Semua data yang sudah dikumpulkan kemudian peneliti menganalisa 

dengan cara; 

                                                             
 

35
 Ibid , h. 119 

36
 Nursapiah, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 69-70 

37
 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 77 

38
 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta,2011),h. 112 



33 
 

a. Metode Deduktif, ialah dengan cara memberikan gambaran dan 

menguraikan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara 

umum kemudian dianalisa yang kemudian memperoleh kesimpulan yang 

bersifat khusus 

b. Metode Deskriftif, yaitu memberikan gambaran ataupun pemaparan 

kepada subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian 

tanpa melakukan justifikasi atas hasil dari penelitian.
39
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BAB  V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan serta pembahasan 

yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan. 

Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Pasar Berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negri Nomor 42 Tahun 2007 di Pasar Kamis Latong adapun 

program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola pasar ialah 

menertibkan para pedagang pasar dengan menyediakan tempat los atau tenda-

tenda pedagang di pasar, menata para pedagang pasar dengan mengasingkan 

antara penjual pakaian dengan penjuak daging, sayur-sayuran, ikan dan lain 

sebgainya agar lebih nyaman dan tidak membingungkan bagi para pembeli 

untuk mencari bahan yang mau ia beli, kemudian membangun sarana pra-

sarana dipasar seperti adanya toilet umum untuk mendapatkan air bersih, dan 

adanya tong sampah untuk menjamin kebersihan dipasar dan memungut uang 

kepada para pedagang dipasar yang memakai los dan tenda-tenda pedagang di 

pasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Pendapatan Asli Desa ( 

PAD ) dan uang kebersihan kepada pedagang dipasar. 

Menurut perspektif fiqh siyasah terkait dengan Peran Pemerintah Desa 

Dalam Mengelola Pasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 

42 Tahun 2007 di Pasar Kamis Latong ini sudah sejalan dengan prinsip 

keislaman, bahwa pemerintah desa dalam mengelola pasar masih berdasarkan 

kemaslahatan bersama dengan memerhatikan dan menertibkan para pedagang 
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pasar agar menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis, praktek jual beli 

yang dilakukan oleh pedagang pasar masih berasas kan keadialan, terjadinya 

tawar menawar dan rasa suka sama suka terhadap penjual dengan pembeli 

yang sesaui dengan perintah agama dan ayat-ayat alqur’an. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, 

penulis ingin menyampaikan saran yakin sebagai berikut: 

Pemerintah Desa dapat lebih memerhatikan perawatan dan pelestarian 

sarana pra-sarana yang ada dipasar agar lebih menimbulkan kenyamanan dan 

bisa berkelanjutan untuk seterusnya. 

Kepada pedagang Pasar harus sepenunya memahami dan mematuhi 

peraturan dan program yang dibuat oleh pemerintah desa agar menimbulkan 

ketertiban dan keamanan didalam pasar. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa dalam pasal 8 yang berkaitan 

tentang pemerintah desa sebagai  pengelola pasar desa,  jadi bagaimana 

pemerintah desa melakukan pengelolan terhadap pasar kamis di desa pasar 

latong? 

2. Apa saja program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola 

pasar? 

3.  Bagaimana teknis dari Pengelola Pasar dalam merealisasikan program-

program dari pemerintah desa ? 

4. Bagaimana respon dari pedagang di pasar tentang program-program yang 

sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa ? 
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